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Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 101 Halaman 

Guna mengendalikan laju alih fungsi lahan sawah ke non sawah Pemerintah melalui 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan 

kebijakan berupa Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK- 

HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang Dilindungi ( LSD ) 

di delapan Provinsi, yang merupakan amanat dari Undang-Undang Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2009 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pada pasal 3 

Undang-Undang. Namun dalam penerapannya terdapat perbedaan luasan lahan 

sawah yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri ATR/BPN dengan luasan yang 

terdapat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten/Kota sehingga 

menyebabkan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tidak dapat diproses di 

kantor Pertanahan yang berdampak sedikit banyaknya terhadap iklim investasi di 

daerah Kabupaten/Kota yang termasuk dalam penerapan zona LSD. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana 

Sikronisasi antara Peta Lahan Sawah yang si Lindungi ( LSD ) dengan Rencana tata 

Ruang Wilayah ( RTRW ) Kabupaten/Kota dapat memberikan kepastian hukum 

terhadap Investor dan Untuk Mengetahui dan menjelaskan Akibat Hukum Alih 

Fungsi Lahan Sawah Yang Dilindungi ke Non Sawah. 

Kegunaan Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan kajian lebih lanjut serta 

masukan bagi unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Investor, maupun pelaku 

usaha dalam perumusan kebijakan tentang penataan ruang di daerah. 

Semenjak diterbitkannya kebijakan tentang LSD ini banyak RTRW Kabupaten/Kota 

yang seharusnya lahan yang peruntukannya bukan untuk non pertanian terplot 

menjadi LSD. Guna menyelesaikan ketidaksesuaian luasan tersebut Kementerian 

ATR/BPN mengeluarkan kebijakan Nomor 15 Tahun 2021 Koordinasi 

Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan membentuk Forum Penataan Ruang ( FPR  

) yang bertugas untuk memberikan rekomendasi tentang penyelesaian ketidaksesuain 

RTRW Kabupaten/Kota dengan LSD. 
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 NIM. 2120216310010 

 
2
 Pembimbing Utama 

 
3
 Pembimbing Pendamping 
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Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, 101 Halaman 

ABSTRAK 

Kata kunci : Lahan Sawah yang Dilindungi, Peta Lahan Sawah, Alih Fungsi Lahan 

  Pertanian, Investor. 

Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku 

sawah yang ditetapkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang Agraria/Badan Pertanahan Nasional melalui sinkronisasi Tim Terpadu 

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Pemerintah melalui Menteri Agraria/Badan 

Pertanahan Nasional melakukan tindakan konkret guna mengendalikan alih fungsi 

lahan sawah ke non sawah dengaan mengeluarkan kebijakan Kepmen ATR/BPN 

Nomor 1589/SK- HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah Yang 

Dilindungi di delapan Provinsi, namun luasan lahan sawah yang dilindungi berbeda 

dengan luasan lahan sawah yang termuat dalam Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang termuat dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kabupaten/Kota yang menyebabkan para Invetor yang ingin masuk ke wilayah 

Kabupaten/Kota tersebut memiliki kekhawatiran apakah perizinan yang akan 

dilakukan dapat memberikan kepastian hukum, karena luasan lahan sawah yang 

dikelurkan oleh Kementerian ATR/BPN dengan Luasan lahan dikeluarkan oleh 

Pemerintah Daerah memiliki perbedaan. Karena ketidak sesuaian Luasan lahan 

sawah tersebut akan berpengaruh terhadap iklim investasi yaang akan masuk di 

daerah Kabupaten/Kota yang secara tidak langsung akan mempengaruhi Pendapatan 

Asli Daerah (PAD)  Kabupaten/Kota tersebut. 

Untuk menekan laju alih fungsi lahan sawah ke non sawah Pemerintah juga 

memberikan insentif kepada masyarakat guna menjaga lahan sawahnya. Dalam hal 

ini lahan sawah yang dilindungi banyak masyarakat belum mengetahui apabila lahan 

sawah yang dimilikinya masuk dalam Peta Lahan Sawah yang Dilindungi ingin di 

alih fungsikan ke non sawah maka akan ada konsekuensi hukum yaitu berupa sanksi 

pidana maupun sanksi administrsi. 
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